- Eﬁhames Sardada _
Doseﬂ Fakuitas Hukum Untka Atma Jaya Jakarta _' )

The uf'/on of t/?e po//ufron case in Buyat ﬁas a problem though there has been an fsnt/tunon n charge
orfthe poliution, in the case, PT Newmont Minahasa Raya (NMR). The problem is due to the lack of proof
of the cause of the pollution and weakness of the law enforcement in Indonesia, The existing law includ-
ing the mining law, Law.of the Republic of Indonesia Number 23 of 1997 and theb government rules or
faw. PR 19 Tahun 1 999 should be able to solve the case in Buyat. The best way to solve itis th@ sollution
by /aw wthout fbe /ntef'venffon of the economfcs as We// as poﬁtfca/ consederatfon _' _

Ke y words: the casein Buyat faw. enforc:emenr

ABSTMKSI S j ; ' :
Penyelesaian kasus pencemaran di Buyat menghadapl kendaia mesklpun telah ada plhak dalam hal ini PT
Newmont Minahasa Raya (NMR) yang dlanggap bertanggungjawab atas pencemaran yang terjadi. Kendala
tersebut disebabkan sulitnya membuktikan telah terjadinya pencemaran dan lemahnya penegakan hukurn
di Indonesia. Aturan hukum yang telah ada baik itu peraturan di bidang pertarmbangan, UU Nomor 23
Tahun 1957 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 seharusnya dapat menyelesaikan
terhadap kasus Buyat. Jalan penyelesaian yang terbaik atas kasus Buyat adalah menyelesaikan kasus
tersebut mefa!us hukum tanpa dicampurtangam peﬁrmbangan ekonom:s maupun po[:tts

Kata kunci: Kasus Buyat, penegakan hukum

L PENDAHULUIARN
Ketika perusahaan tambang raksasa

berdasarkan analisis Pusat Kajian Resiko dan
Keselamatan Lingkungan FMIPA Universitas In-
mengeksploitasi kekayaan alam berupa logam donesia, sarafnya positif terkontaminasi air raksa
mula di sekitar Teluk Buyat, Ratatotok, (merkuri) melebihi ambang batas (Kompas, 31
Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Juli 2004)

ratusan warga di sana justry hidup dalam Lingkunagan tempat masyarakat Rawaimiok

kemiskinan dan penderitaan. Banyak dari mereka
menderita penyakit “aneh”, seperti benjolan di
beberapa tubuh, iritasi, ruam, atau gatal-gatal
pada kulit, Bahkan empat orang diantaranya

hidup dan mencari nafkah (Teluk Buyat) diduga
tercemar berbagai logam berbahaya diduga oleh
kegiatan penambangan PT Newmont Minahasa
Raya (PT NMR). Salah satu bukiinya adalah
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dxtemukannya kadar merkuri dalam sampel darah.
. - empat warga, melebihi batas normal rata rata -
datam m;krogram per | liter. Hal inilah yang sermg_' o
: 'dngambarkan wonz Buyatsebagat sebuah tragedt e
' Emgkungan Artinya warga Buyat hidup menderlta_ _
di tengah mehmpahnyu kekayaan a%am, khu-' .

susnya logam mulia emas, bahan perhzasan yang
merupakan simbol kermakmuran manusia yang
tmggaldl sekltamya B
_ Pencemaran yang tenad; di Buyat memlhkl
dampak yang serius, bukan hanya pada warga
masyarakat sekitar tetapi juga pada lingkungan
hidup. Dampak dari pencemaran tersebut adalah
bergesernya zona penangkapan ikan {fishing
ground) masayarakat nelayan Buyat karena
sebagian besar area produktif perairan telah
tercemar limbah. Limbah sisa (tailing) PT.
Newmoht berupa pasir dan fumpur dan campuran
fain akan menjadi kotoran yang akan memper-
lambat penghancuran bahan organis lain.
Selanjutnya akan menimbulkan gas methan dan
gas hidrogen suliida yang dalam jumiah besar
akan mematikan ikan. (Brotowidjoyo, 1935).
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
1545 mengemukakan bahwa Bumi dan Air dan
Kekayaan Alam dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari amanat
UUD 1945 tersebut dapat disimputkan: 1) Tugas
dlan kewajiban negara untuk mengelola kekayaan
alam (termasuk tambang) 2) Pengelolaan
kekavaan alam fersebyf semata-mata demi

| ._.Péfﬁéri_ntah'?ﬂbmd'r Nomor 32 Tahun 1969 tentang o
- Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun.
1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok_ -

Pertambangan -
'Kasus Buyat sehenamya fidak perlu terjads

'apébiia pei_a_i{_sanaan penambangan di Buyat telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ada tanggung jawab moral
kepada penduduk di sekitar penambangan

| maupun kepentingan pelestaraian kemampuan

lingkungan hidup. Dengan kata lain, paradigma
pembangunan harus pertama-tama dipahami
sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah
komitmen moral tentang bagaimana seharusnya
pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan
untuk mencapai tujuannya. {Senny Keraf, 2001).
Pemerintah sebagai pihak vang memberikan izin
penambangan kepada PT Newmont Minahasa
Raya sudah barang tentu memiliki tugas dan
wewenang dalam mengatur dan mengawasi agar
kegiatan sesuai amanah Pasal 33 ayat 3 UUD
1945. Hal ini sangat penting sebab pengaruh
kegiatan penambangan di suatu daerah akan
sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan
penduduk setempat. Perubahan-perubahan yang
terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau
tidak mau akan mempengaruhi eksistensi
manusianya, karena manusia akan banyak sekali
bargantung pada ekosistemnya ( Amsyari, 2001).
Hasil penelitian Tim Terpadu Penanganan Kasus

Bragst e msealag alebilem e meda gy po oo o g e
H ¥ kel Feir bl e et r e e

kemakmuran rakyat. Berkaitan usaha/kegiatan
di bidang pertambangan telah dikeluarkan UU
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan

oleh PT Newmont Minahasa Raya, dinyatakan
valid oleh Pemerintah (Kompas, 25 November
2004). Dalam perkembangannya, permohonan
praperadilan oleh Kuasa Hukum PT, Newmont
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'd;kabulkan oleh Hakim Yohanes Ey Bmta dengan '
'alasan Kepohsmn tldak berwenang meiakukan_

-penyldlkan Kasus’ Euya’c Seianjutnya Kepohsran

'- __ mengajukan Kasasi: atas putusan praperadutan
.tersebut dan cilter:ma o!eh PN Jakarta Selatan o
untuk diteruskan ke Mahkamah Agung {Kompas, '

6 Januarz 20053, Bahkan ‘tiga warga Buyat

men_ca_bu_t_g_ugatan i:e_rhadap PT.: Newmont.

(Tempo, Edisi 3-9 Januari 2005)." :

b ‘Melihat proses penyelesaian Kasus Buyat
nampaknya berjalan panjarig‘.Keéuiitan' dalam
menyelesaikan Kasus Buyat terletak pada cukup
sulitnya- membuktikan :telah terjadinya pen-
cemaran-dengan melibatkan PT Newmont
Minahasa Raya sebagai pelaku pencemaran dan
kemungkinan akan munculnya ‘pertimbangan
ekonomi bahkan politis dalam kasus tersebut,
Tulisan ini mencoba memberikan jawahan secara
yuridis atas penyelesaian kasus Buyat tersebut,

I PEMBAHASAN

A. Peraturan Pencegahan Terhadap

- Gangguan dan Pencemaran

-Bidang Periambangan

Di bidang pencegahan dan penang-
gulangan gangguan serfa pencemaran sekior
pertarmbangan, telah dikenal berbagai peraturan
sebagal berikut:

1. Undang-undang Momor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertam-
bangan. Pasal 22 avat (1) butir b menvatakan

-per:ntah yang berwagtb untuk kepentmgan'

Negara : - :
Bt Peraturan Pemerlntah Nomar 32 Tahun
1969 tentaﬂg Pelaksanaan Undang undaﬂg_

- Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan Pasal

43 PP tersebut menyatakan bahwa pemegang
Kuasa Pertambangan dxwaﬁbkan mengembairkan
bagian ‘dari wxlayah yang sudah tidak dipakai
ditenfukan daiam masmg mas:ng Kuasa Per-
tambangan B\ S
3. Peraturan Menteri Pé'rtém'banga'ri dan
Energi Nomor 04/D/M/Pertamib/1977 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan terhadap
Gangguan dan Pencemaran sebagai Akibat Usaha
Pertambangan Umum antara lain dlatur beberapa
hal sebagal berikut: N T
a) Pengusaha wajib memasukkan ren-
cana kerja mengenai cara pencegah
an dan penangguiangan gangguan
dan pencemaran lingkungan dalam
' Rencana Kegiatan Kerja
b} Pengusaha segera harus menanggu-
tangt jika terjadi gangguan dan pen-
cemaran lingkungan hidup
c) Biaya pencegahan dan penanggu-
langan dibebankan kepada peng
usaha
d} Apabila perlu, Pemerintah dapat
menetapkan uang jaminan guna me-
nanggulangi pencemaran.
4. Surat Keputusan Diden Pertambangan

bahwa Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan
oleh Keputusan Menteri jikalau pemegang kuasa
pertambangan ingkar menjalankan perintah-
perintah dan petunjuk yang diberikan oleh

Umum Momor 07/DU/Th/1978 {termasuk Nomor
08 dan 09). Untuk pencegahan dan penang-
gulangan gangguan dan pencemaran akibat
penambangan terbuka, menggunakan kapal atau
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_aklbat peengoiahan dan pemurman bahan bahan
--gaiian _ e o i
s 5 Surat Edaran Dlr}en Peftambangan
_Umum Nomar 14/EDR-DU/tahun 1980 tentang
Petun;uk Peiaksanaan Penge!olaan Dampak
'ngkungan Bldang Pertambangan Umum.
Termasuk di daiamnya harus adanya Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum
kegiatan penambangan operasional.

‘6. -Di dalam tiap-tiap Peraturan Menteri
dan SK Dirjen Pertambangan Umum dicanturnkan
Mijnpolitiereglement (Stb 1930 Nomor 341),
Dalam Mijnpolitiereglement terdapat 262 pasal
yang me__muat_ket_ehtuamketentuan mengenai
pekerjaan penambangan termasuk.di dalamnya
kewajiban pencegahan dan penanggulangan
gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup.( Hardjasoemantri, 2001)

7. -UU.Nomor 23 Tahun 1897 tentang
Pengelolaan . Lingkungan Hidup (sebagat
pengganti UU Nomor 4 Tahun 1982). UU tersebut
mengatur kewajiban pengusaha/pemrakarsa
kegiatan untuk tidak menimbulkan perusakan
alam dan atau pencemaran lingkungan hidup

8. Disamping peraturan perundang-
undangan tersebut diatas dikarenakan PT NMR
melakukan perbuangan tailing ke laut (Teluk
Buyat), maka berlaku pula ketentuan Peraturan
Pemeriniah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan
Laut. Pasal 18 PP tersebut menentukan bahwa

.B Penger&ian Pencemaran
ngkungaﬂ Hidup -

“Pasal 1 butir: 12 UU Nomor 23 tahun 1997 :
-tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup me-. -
nentukan » Pencemaran lingkungan hidup adalsh

masuknya atau dlmasukannya makluh hidup, zat,
energiatau komponen fain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya
turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai
dengaﬂ-peruntukannya. :

Selanjutnya Pasal 1 Butir 2 PP Nomor 19
Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan/atau Perusakan Laut berbunyi: “Pencemaran
Laut adalah ‘masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen
lain -ke dalam fingkungan laut oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke
tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan
laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau
fungsinya”

Dari definisi pencemaran tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pen-
cemaran apabila dipenuhi unsur sebagai berikut:

a} terdapat zat/komponen/energi/makh-

fuk hidup yang masuk/dimasukkan ke-
dalam lingkungan hidup

b) ada pihak (perorangan/badan usaha)

sebagai yang hertanggungiawab atas
perbuatan mencemari (memasukkan
bahan pencemar) linagkunoan

seliap orang atau penanggungjawab usaha yang
melakukan pembuangan limbah ke faut wajib
mendapat izin Mengeri.

¢) perbuatan tersebut menyehahkan
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi
sesuai dengan peruntukannya.
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Untukdapat m@nyatakan suatu media Elngkungan T
: _telahtefjadu pencemaran menurut Penuhs dapat -
' --____-'__-dtgunakan krltena SRt :

Halini dapatdzkaltkan dengan Pasal 41 UU Nomor
23 tahun 1997; Dengan mengacu Pasal 41 Uy
Nomor 23 tahun 1997 tersebut, harus dubukttkan
apakah dalam Kasus Buyat telah dapat dibuktikan
adanya s_ua_tu_.perbuatan melawan hukum yang
mengakibatkan pencemaran. Hat-tersebut-per!u
dibuktikan apakah korban pencemaran
masyarakat sekitar Teluk Buyat) memang
mengalami sakit atau penderitaan kerugian
sebagai akibat adanya bahan pencemar yang
berasal dari kegiatan PT:NMR dengan meng~
konsumsi ikan di Teluk Buyat. :

2. Apakah telah terjadi pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini terkait dengan Pasal 43 UL Nomor
23 tahun 1997. Yang dimaksud peraturan
perundang-undangan tersebut adalah Ketentuan
Baku Mutu Air Laut, Biota Laut dan Taman
Konservasi yang berlaku dan peraturan lain yang
mengatur baku Mutu Laut. Apabila konsentrasi
bahan pencemar air raksa (Hg), antimon, logam
berat, dl melebihi ambang batas baku mutu yang
berfaku maka telah terjadi pencemaran.

Datam aktivitas yang memerlukan izin, jika
syarat-syarat dalam izin itu dilanggar atau tidak
ada izin sama sekali, maka dapat dipandang

-'_pﬁchf) (Lotulung, 1991) Kegxatan penambangan

PT Newmcnt Minahasa Raya tez'masuk aktswtas
“yang memerlukan izin:'Dengan demlklan harus _
: : . it lata - -_"tunduk pada syarat syarat sesual nzm yang -
':ananﬁhukumyang mengakibatkan pencemaran. R

d]bnnkan S et
Untuk membu}ftskan adanya hubuﬂgan
seiaab aklbat antara bahan pencemar. dengan

_ sakit/penderitaan - mas_yaraka_t. maupun : mem-

bukilkan tefah dilampauinya ambang batas Baku
Mututidak mudahﬁDiperlukan penettian iimiah
berbagai ahli sesuai bahan pencemar yang ada
dan :penyakit yang muncul, Petunjuk telah
terjadinya “perusakan lingkungan” atau “ter-
cemarnya lingkungan”hanya da pat dimulai oleh
ahli lingkungan, atau zhli biclegifahli kimia,
setelah melakukan pemeriksaan laboratorium.
(Marpaung. 1996). Kasus Buyat akan semakin
rumit apabila dilihat dari hasil penelitian yang
berbeda oleh beberapa tim peneliti yang
membuktikan terjadinya pencemaran.

C. PTNMR Diduga Sebagai
Penyzbab Pencemaran

Kontrak karya Newmont ditandatangani
tahun 1986. Dalam kontrak hanya disebutkan
bahwa perusahaan harus mengikuti peraturan
yang berfaku dari waktu ke waktu. Setelah
mengantongi izin tambang, persetujuan analisis
mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tahun
1594, PT Newmont Minahasa Raya secara hukum
dapat beroperasional. Perusahaan tambang

sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai
dengan kriteria “bertentangan dengan kewajiban
yang ditentukan dalam: peraturan perundang-
undangan” (weltefjjke voorschrifienatau wettefjik

emas ini resmi beroperasi di kawasan Rawatotok,

Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
Dalam kegiatan operasionalnya PT NMR

menggunakan sistern pembuangan tailing ke laut
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(Teluk Buyat). Sistem ini masih diperdebatkan di
kancah. Internasional. Sistem ini pertama kali
- diberikan .tahun 11997 kepada perusahaan
tambang emas Island Cooper Mine di Kanada.
‘Dalam pérkémbangan séiahjutnya, izin-serupa
tidak pernah diberikan lagi di Kanada. Bahkan di
Amerika Serikat (negara asal Perusahaan Induk
Newmount) tidak dimungkinkan mengunakan
sistemn ini karena diberlakukan standar kualitas
air-yang sangat ketat. (Kompas 31 Juli 2004),
Pada 25 Juli 1996, puluhan ekor jenis kerapo,
pato kuli pasir dan nener ditemukan mati.
Sepanjang tahun 1996 tercatat tujuh kasus ikan
mati dengan jurniah bervariasi (Kemelut Tambang
Emas Minahasa 1986 - 2001, Veriato Majowa).
Setahun kemudian warga menemukan ratusan
ekor ikan terapung mati,

Pada 27 Februari 1999, keiuar Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan
Laut. Menurut Peraturan Pemerintah ini, PT
Newmont Minahasa Raya wajib mematuhi Pasal
18 vyang menentukan setiap orang atau
penanggungjawab kegiatan yang melakukan
pembuangan limbah ke laut wajib mendapat izin
Menteri Lingkungan Hidup.

Tahun 2000, laporan masyarakat termasuk
Wahana Lingkungan Hidup (WLHI) menyatakan
terjadi pencemaran di Teluk Buyat oieh Newmont
Minahasa Raya. Menanggapi hal tersebut Menteri
Neaara Lingkungan Hidup, Sonny Keraf menge-

6 (enam} bulan sejak keluarnya SK Menteri =
Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL Nomor. B--
1456/BAPEDAL 07/2000 tertanggal 11 Juli 2000. -

Pada Rapat-Kerja-antara Menteri Negara. .- -

Lingkungan Hidup dengan komisi VIII DPR, 22
Mei 2001, Sonny Keraf selaku Menteri men-
jelaskan bahwa ERA yang dibuat Newmont belum
disetujui karena masih terdapat kesalahan
protokol dan kesalahan teknis. Dalam per-
kembangannya hingga Juli 2004, Deputi Menteri
Lingkungan Hidup belum bisa menerima hasil
evaluasi ERA dari Newmont (Kompas, 27 Juli
2004). Pertanyaan yang muncul bagaimana sikap
Kemengrian Lingkungan Hidup menanggapi
kegagalan Newmont memenuhi ERA yang
disyaratkan. Akibatnya izin permanen tidak
pernah diberikan hingga penutupan tambang
Newmont tahun 2004 ini,

Selanjutnya pada rapat Koordinator
Bidang Kesra, 24 November 2004, hasil Penelitian
Tim Terpadu Penanganan Kasus Buyat yang
membuktikan adanya pencemaran oleh PT
Newmont Minahasa Raya dinyatakan valid oleh
Pemerintah. Dengan demikian pencemaran
tersebut dapat dikategorikan melanggar Undang-
Undang Nomaor 23 tahun 1997,

B. Pro dan Kontra Pencemaran
di Telul Buyai.
Seiring dengan rencana penutupan
operasi.perusahaan tambang. PT Newmont

luarkan izin sementara pembuangan tailing
Newmont ke laut dengan syarat perusahaan
tambang ini menyusun Ecological Risk Assesment
(ERA). ERA tersebut harus selesai dalam wakiu

Minghasa Raya akhir tahun 2004 ini, terjadi pro
dan kontra terhadap dugaan pencemaran di Teluk
Buyat. Pro dan kontra pencemaran di Teluk Buyat
tergambar sebagai berikut:

21é
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3 _35;-5'Ha51E pemenksaan darah (dzambzi 12
~Okiober2000) uji dilakukan .th.SpecvaF
- ity Laboratories, prodia Clinical Michigan
. _: ;:Avénue, Santa Monica, Arﬁerika Serikat,
Ditemukan 95% sampel darah.uji yang
o -mengandung arsen diatas; batas -nilai
. '-_ﬁ_.-._:_..t_oleranst dan 65% darah uji mengandung
__- merkuri diatas nilai toleransi.Laporan ini

.. selanjutnya diklaim WALHI sebagai bukti

b)..

d)

_.»-bahwa telah terjadi pencemaran di Teluk
- Buyat. : : L
-~ Laporan Rrgno!da D}ama!udm Staf
.'-_Pe_ngaja_r Fakultas -Perikanan dan Iimu
- - Kelautan Universitas Sam Ratulanggi, Juni
.- 2004 menyatakan bahwa di Teluk Buyat
ditemukan konsentrasi arsen di semua

sampel sedimen telah melebihi batas le-

-.gal vang diizinkan UU Perikanan Indone-
.o sia. \ W & B <
-Hasil analisis FMIPA U terhadap empat
.warga Buyat merekomendasikan parlunya

dilakukan kajian lebih mendalam terhadap
pencemaran merkuri serta kemungkinan
adanya senyawa lain yang berbahaya
sebagal penyebab penyakit yang diderita

- ‘warga-Buyat,

Hasil nenquiian sampel darah oleh Pusat

i;: Pendapat yang: mendukung telah ter;adl SR
-"pencemaran dan PT Newmont Mmahasa L
_-Raya sebagal penc:emar ada!ah sebagal

Q)

' .};Pengﬂkuraﬂ terhadap: Eogamberét pada
. airlaut ] ]uga menun;ukkan d| atas ambang_ .
._.:__'__'batas E o
:..'-.:-:;'Keterangan Sonny Keraf (mantan Menten S
'?-5'.-_:Ling§<ungan hldup 1999 —:2001)_ me-

' 'nyatakan bahwa PT.NMR. d;m:nta meng-
-atur pembuangan hmbah NMR diper-
- bolehkan _mem_buang itmbah__.saiama &

bulan akan tetapi wajib melakukan uji

- restko ekologi: (Ecological Risk-Assess-

ments) paling lambat 11 Januari 2001.

Hasil Kajian 16 ahli (yang dibentuk Menteri
KLH.Nabiel -Makarim) selama 23 - 25
Agustus. 2003 di- Purwakarta -menyim-

-puikan antara lain bahwa telah teriadi
+ pelanggaran  terhadap baku mutu ling-

kungan hidup yang berlaku
Pada rapat Bidang Kesra 24 November

2004, Menteri-Alwi Shihab menyatakan

bahwa Hasil Tim Penelitian Tim Terpadu
Penanganan Kasus Buyat, dinyatakan valid
oleh Pemerintah. Karena itu, pencernaran
tersebut dapat dikategorikan melanggar U
Nomor 23 Tahun 1997 (Kompas; 25 No-
vember 2004) -

Adapun beberapa argumentasi yang
menolak bahwa telah terjadi pencernaran
di Teluk Buyat adalah sebagai berikut:

PT Newmont Minahasa Raya (NMR)
menvatakan bahwa keagiatan gperasi

Laboratorium dan Forensik (Puslabfor)
Kepolisian Republik Indonesia menun-
jukkan warga Buyat terkontaminasi arsen
dan merkuri diatas ambang normal,

penambangan telah sesuai dengan
standar yang ditetapkan pemerintah,
sebaliknya PT. NMR  justru menuduh
penambang emas liar sebagai penyebab
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o kerusakan lingkungan di Teluk Buyat.
b) - *“Hasil- kajian Lorax Environmental me-

“laporkan tidak ada bukti ilmiah untuk

‘_'_menyatakan bahwa aktivitas penam-
o ﬁbangan di. Minahasa telah menyebabkan
+ '+ pencemaran arsenik di Tejuk Buyat,

¢) - Hasil Penelitian Tim Independen KLH

- - menyatakan bahwa Teluk Buyat. Mesikpun
»masin belum final karena masih ke-
- simpulan yang dianggap mentah, Publikasi
~'situs resmi Kantor Menteri Lingkungan
Hidup justru masuk situs “belum resmi”
dianggap sangat mempengaruhi opini
publik terkait dengan pencemaran di
- Buyat. Selanjutnya hasil Tim akan di-
verifikasi Tim Terpadu Penanganan Kasus
Buyat yang hasilnya menyatakan terjadi
kasus pencemaran dj Buyat.

d)}  Laporan dari Laboratorium Common-
wealth Scientific and Insdustrial Research
organization (CSIRQ), Australia me-
nyatakan Buyat belum melampaui baku
‘mutu yang berfaku,

€)  RektorUniversitas Sam Ratulangi Manado
Prof Dr L, Winston Sondakh, MSc menolak
kesimpulan Pemerintah dan Laboratorium
Mabes POLRI yang menyatakan telah
terjadi pencemaran di Buyat. Selanjutnya
meminta agar dilakukan uji secarailmizh
lagi. (Kompas, 29 Novernber 2004).

yang harus bertanggungjawab sudah ada (PT. -
Newmont Minahasa Raya), maka kasus tersebut -
harus diselesaikan melalui jalurhukum.Apabila
Kasus Buyat diselesaikan secara hukum maka .

instrumen hukum yang dapat dipakai a_dalah: e
i.  Instrumen Hukum Administratif

Pasal 25 UU Nomor 23 tahun 1997
menyatakan bahwa Gubernur/Kepala Daerah
berwenang melakukan paksaan pemerintahan
terhadap pengusaha (PTNMR) untuk mencegah,
mengakhiri serta menanggulangi akibat pelang-
garan pencemaran. Paksaan pemerintahan
tersebut dapat berupa tindakan tertentu ataupun
penggantian sejumlah uang untuk mencegah,
mengakhiri serta menanggufangi akibat pen-
cemaran.Perlu diperhatikan bahwa, uang paksa
belurm dikenal di Indonesia sebagai sanksi ad-
ministratif tetapi dimasukan sebagai sanksi
perdata. Di Nederland uang paksa (dwangsom)
masuk sebagai sanksi administratif, (Hamzah:
2004),

Selanjutnya menurut Pasal 27 UU Nomor
23 tahun 1997, pelanggaran tertentu dapat
dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha/
kegiatan. Mengingat PT NMR memang sudah
akan mengakhiri kegiatan operasional pada tahun
2004, ketentuan inf menjadi tidak begitu tepat
apabila dipertimbangkan.

2 Instrumen Hukum Perdata (ganti rugi)

D:sr ! '3/5 llll h| N T Yor PN W

E Penyelesaian Hukum Kasus
Pencemaran Lingkungan di Buyat
Apabila Kasus Buyat terbukti merupakan
kasus pencemaran lingkungan sedangkan pihak

RN AV i harayen L,C-lélu!: [ e

menyatakan behwa setiap perbuatan melanggar
hukum berupa pencemaran yang menimbutkan
kerugian pada orang lain dan lingkungan hidup
pencemar wajib membayar ganti rugi dan atau
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- -meiai(ukan tindakan tertentu S
_ Sesua: dengan asas pencemar membayar :

: - ﬁ'maka plhak penr:emar dtharuskan membayarﬁ_s. :
S gant; rugl dan/atau melakukan tmdakan tertentu{ :

) orang iam (masyarakat sekitar Tetuk
Buyat) sebagal korbandan =

b) Emgkungan hldup (Tefuk Buyat yang_

: tercemar) il
.i.Selanjutnya menurut ketantuaﬂ Pasai 34
ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1997, Hakim dapat
menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap
hari keterlambatan penvelesaian ‘tindakan
tertentu tersebut. Yang :dimaksud “tindakan
tertentu” menurut Pasal 34 ayat {1) UU Nomor
23 tahun 1997 misalnya: memasang atau
memperbaiki unit pengolah limbah, memulihkan
fungsi lingkungan hidup (Teluk Buyat), meng-
hilangkan penyebab timbulnya pencemaran.
Sesuai dengan Pasal 1365 BW, maka ganti
kerugian baru dapat dituntut apabila dapat
dibuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak
tergugat dan terdapat hubungan sebab akibat
antara perbuatan pencemar dengan kerugian
yang timbul. Pada umumnya korban menghadapi
berbagai kendala dalam rangka membuktikan
unsur-unsur Pasat 1365 BW. Hambatan yang
sama juga dialami pada tahun 1969 dalam gugat-
an Minamata kedua korban dari Teluk Kurmamoto
terhadap Chiso Corporation (Rangkuti: 1999).
- Menurut ketentuan Pasal 30 UU Nomor 23

s Jaiur di Iuar Pengadtian

Menurut Pasai 24 PP Nomor 19 tahuﬂ 1999

3 tentang Pengendahan Pencemaran dan’ atau
.Perusakan laut, pencemar iaut dapat dztuntut
" ganti rugl berupa e e :

a): o gantz rugl terhadap plhak yang dlrug;kan
'dan._ s : . ; L

b) menanggung b:aya penangguiangan
% --pencemaran_. faut ' dan/atau biaya ‘pe-
o mulihanfaut yang tercemar

3. Instrumen Hukum Pidana

* Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1897
menyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi
RI, juga pejabat PNS tertentu di lingkungan
instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di
bidang : pengelolaan lingkungan hidup d:ben
kewenangan sebagai Penyidik.

Pasal 41 UU Nomor 23 tahun 1997
menyatakan bahwa pelaku pencemaran dapat
diancam pidana penjara paling lama 10
{sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupizh). Se-
dangkan Pasal 43 UU nomor 23 tahun 1997
menyatakan siapapun yang terbukti melanggar
ketentuan perundang-undangan yang berlaky,
sengaja mencemari lingkungan diancam penjara
paling lama 6 {enam) tahun dan denda paling
banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Menurut UU Nomor 23 tahun 1997 menyatakan
apabila tindak pidana linakungan (pencemaran)

Tahun 1997, penyelesaian sengketa lingkungan
hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau
di fuar pengadilan, Dengan demikian tuntutan
gugatan ganti rugi dapat diselesaikan melalui

dilakukan ofeh atau atas nara badan hukum
(datam hal ini PT NMR) maka ancaman pidana-
nya berlaku Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU
Nomor 23 tahun 1897
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F Kemiaia Panyeﬂesanan Kasus . =

Buyat

; Suhtnya pembuktsan datam kasus pen- .
cemaran dtkarenakan sermg ter}ad;nya haszf g
o penehtlan /laborator:um yang berbeda Hai ini

_ dapat dilihat: peqbedaan hasil .penehttan cleh
 beberapa pihak termasuk hasil penelitian Kantor
‘Kementrian _Lir;gkungan_Hidgp yang sampai saat
ini -masih-"kontroversial”: ._D_alam ‘Kasus Buyat,
pihak PT. NMR justru menuduh penambang emas
liar yang bertanggung 'jaWab atas terjadinya
pencemaran di Buyat.  -Apabila sumber pen-
cemaran lebih d_ari satu pihak, maka para pihak
sering justru saling melempar tanggungjawab.,
Para hakim daiém mengadili kasus pencemaran
akan dihadapkan pada suatu fakta yang
memerfukan keterangan dan kesaksian para ahli
lingkungan, pertambangan , fisika, kimia, biologi
termasuk dokter.

- Pemerintah dihadapkan pada pllthan sulit
untuk mengusut dan memproses secara hukum
Kasus Buyat karena pertimbangan ekonomi (
berupa. pendapatan APBN, pendapatan Asli
Daerah (PAD), pendapatan pajak atau pungutan
lainnya. Hal ini sering menyebabkan pilihan justru
lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dari
pada kepentingan ekologi (pelestarian ke-
mampuan lingkungan hidup)

Ketegasan dalam menyelesaikan Kasus
Buyat yang melibatkan investor besar dan inves-
tor asing, sering dikuatirkan berdampak pada

L pemenntah Indonesia.™:

“Masih ]emahnya penegakan hukum___

'-_(hngkungan)dtIndonesm Kasus pemsakan dan o -
pencemaran lingkungan: sering berakhir tanpa
penyelesaian secara jelas. Masih jelas dalam

potret ‘buram penegakan hukum lingkungan -

misalnya penambang liar Gunung Pongkur Bogor, .

penambang liar di Gunung Mas Sungai Kahayang-
an, Kalimantan Tengah, Kasus PT Indo Muro
Kencana di Barito Utara; Kasus PT Barisan Tropi- -
cal Mining di Musi, di Sumatera Selatan. Bahkan
dikabulkannya permohonan praperadilan Kasus
Buyat oleh Hakim menunjukkan para penegak
hukum belum menguasai hukum yang ada.

I

“Dari uraian di atas terlihat bahwa meskipun
tersedia aturan hukum yang dapat digunakan
dalam penyelesaian Kasus Buyat, namun
demikian penyelesaian kasus tersebut akan
menghadapi kendala. Berkaitan dengan kendala
yang akan muncul, maka perlu menempatkan
Kasus Buyat sebagai kasus murni pelanggaran
hukum (lingkungan}). Dengan demikian per-
timbangan ekonomi, alasan investasi, alasan
pajak dan bahkan pertimbangan politis harus
disingkirkan agar mempermudah dalam mem-
proses Kasus Buyat secara hukum.

Hasil penelitian Tim Terpadu Penanganan
Kasus Buyat yang membuktikan telah terjadinya
pencemaran dinvatakan valid oleh Pemerintah

kemungkinan investor akan enagan bahkan tidak
akan lagi menginvestasikan modal di Indonesia.
PT NMR sebagai perusahaan yang berinduk di
Amerika Serikat akan membuat pilihan sulit bagi

pada Sidang Bidang Kesra di Istana Negara 24
Novemnber 2004. Dengan telah dinyatakannya PT.
Newmont Minahasa Raya sebagai pihak yvang
harus bertanggungiawab atas terjadinya
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. :péntemaran di Buyat, maka terbuka péntu' dan o

. :fkesempatan bagu F’emermtah untuk _segera
i :.'-melakukan penuntutan secara hukum, _
i Penuntutan tersebut menjad; sangat o
B '.'pentmg bukan hanya dem: kepentmgan rakyat di
-sekitar Tetuk Buyat melamkan penting pula bagl_ '
status hukum PT. Newmont Minahasa Raya dan .- -+«

- bagi kepentingan lingkungan (Teluk Buyat).

Tuntutan secara hukum kepada PT.
Newmont Minahasa Raya seharusnya tidak

semata-mata diarahkan pada pelanggaran pidana

namun perlu pula diarahkan kepada- tuntutan =~

perdata berupa ganti rugi. Tuntutan ganti rugi
hendaknya dapat mengarah kepada dipenuhinya
ganti kerugian kepada warga sekitar Buyat dan
kepentingan biaya pemulihan lingkungan {Teluk
Buyat) yang telah tercemar akibat kegiatan PT.
Newmont. Dengan demikian sekalipun tiga warga
mencabut gugatan ke PT. NMR, Pemeriniah tetap
dapat melakukan tuntutan atas kerusakan
lingkungan. Pemerintah dan siapapun harus
memberi kesempatan kepada para hakim yang
akan memberikan putusan pada Kasus Buyat

tanpa dikaitkan dengan pertimbangan~per-_

timbangan ekonomy, pajak pendapatan, kemung-
kinan investasi akan berkurang maupun per-
timbangan yang berbau politis. Selanjutnya periu
disiapkan para Hakim yang disamping menguasai
hukum juga memiliki pengetahuan yang cukup
berkaitan dengan masalah lingkungan.

Terlepas dari hasil proses hukum dan putusan

E '1_) segera meiakukan penangguiangan aklbat
s pencemaran yang ter_]adl Tzndakan ini sangat
. penting guna mencegah semakm Fuasnya wnayah

:';teluk yang tercemar sedangkan bagz penduduk :
'--i-;'segera tertoEcmg 3|wanya “Di sampmg it kece-
' patan daEam menangguiangx akibat pencemaran

akan mengurangi dampak kerugzan yang lebih
besar. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
harus proakiif dalam soalt . Sefan}utnya seluruh

-'b:aya penggulangan pencemaran dapat drper—
'.hi’cungkan sebagai ganti kerugaan kepada PT. New-

mont apabila nantz terbuktl sebaga: pencemar
2) perlu segera meninjau kembali produk

_perundang- undangan yang mengatur keglatan
pertambangan agar (UU Nomor 11 Tahun 1967

maupun PP Nomor 32 tahun 1969) lebih
menyesuaikan dengan tuntutan giobai akan

“parlunya memasukkan pertsmbangan peiestarran
_ kemampuan f:ngkungan menjadi pemmbangan

utama bagi pelaksanaan kegzatan peﬂambangan
di Indonesia
3)_ perlu ketegasan dalam pemberian izin dan

‘pengawasan yang ketat atas izin yang telah

diberikan bagi usaha pertambangan sehingga di
kemudian hari mempunyai sarana untuk segera
menindak apabila terjadi pelanggaran, Dalam
perizinan mauﬁun kontrak karya usaha per-
tambangan perlu dimasukkan ketentuan tentang
kesanggupan pemrakarsa kegiatan untuk
menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak
akan merusak lingkungan. Selanjutnva nerly

pengadilan dalam Kasus Buyat, pemerintah
dengan pihak legislatif perlu segera membuat
suatu langkah kebijakan baru yang terkait dengan
kegiatan pertambangan antara lain:

dituangkan jaminan berupa uang/dana sehingga
apabila perusahaan mengakhiri/menutup usaha
penambangan ternyata menimbulkan kerugian
dapat diambilkan dari dana jaminan tersebut.=
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